
 
 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Abe,A.2002.  Perencanaan Daeah Partisifatif. Pondok Edukasi, Solo. 

 

2. Afriani Inda, dkk.2012. Dampak Pemekaran Kabupaten Tana Toraja terhadap Kinerja 

Perekonomian, Keuangan, Pelayanan Publik dan Aparatur Pemerintah Daerah.  

 

3. Bappenas dan UNDP. 2008. Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Wilayah. 

http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran id.pdf. 2013 

 

4. Furry P.R dan Sasana.H. 2013. Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah Terhadap Kinerja 

Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Serang. Diponegoro Journal of 

Economics. Volume 2 Nomor 3 Hal. 1 – 73 ISSN (online) : 2337-3814, 2013 

 

5. Hermantyo. 2007. Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi 

Daerah dan Implementasinya di Indonesia Jurnal Sains Vol II No 1. April 2007.  

 

6. Juanda, B. 2006. Dampak Pemekaran Terhadap APBN dan Kinerja Perekonomian 

Daerah. Jakarta 

 

7. Laim David.J.  2010, Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan 

Perekonomian Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku. Tesis IPB 

 

8. LUDA, 2011. Bappeda 

 

9. Malia Rosda. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Ekonomi 

Daerah Studi Kasus di Kota Cimahi Jawa Barat. Tesis IPB 

 

10. Manan 2002. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Penerbit Pusat Studi Hukum  

 

11. Osborne dan Geabler 1996 Peiveting Government (Mewirausahakan Birokrasi) Edisi 

Terjemahan. PPM Jakarta 

 

12. Pattilima, H. 2005, Metode Kualitatif. Bandung 

http://www.undp.or.id/pubs/docs/pemekaran%20id.pdf


 
 

13. Riadi dan Bratakusumah D.S, 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi 

Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah. Gramedia Pustaka Utama 

Jakarta 

 

14. Riani dan Pudjihardjo.M. 2012. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap 

Pendapatan per kapita, kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah. Jurnal Bumi Lestari, 

Vol 12 No.1 hal. 137 – 148 Februari 2012. 

 

15. Saefulhakim. 2005. IPB 

 

16. Saaty Thomas L. 1991. Pengambilan Keputusan (Bagi Para Pemimpin). Pustaka 

Binaman Presindo, Jakarta 

 

17. Setiawan Simanjuntak.RA. 2003 Implementasi Desentralisasi Fiskal Problema,  Prospek 

dan Kebijakan. Working Papper LPEM 

 

18. Savitry, Mellanie A.D. 2012. Kajian Tingkat Kerentanan Ligkungan menggunakan 

metode AHP (Analitical Hirarchy Process) di Kabupaten Bantul. Jurnal Perikanan dan 

Kelautan. Vol.3, No.3. 

 

19. Syamsudin Haris,2005. Desentralisasi Otonomi Daerah. LIPI. Jakarta 

 

20. Tambunan, T.2001. Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris, Ghalia 

Indonesia Jakarta 

 

21. Tarigan.R, 2004 Perencanaan Pembangunan Wilayah. Bumi Aksara Jakarta 

 

22. Todaro MP 1991. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Edisi Ketujuh Penerbrit 

Erlangga 

 

23. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan 

Penghapusan dan Penggabungan Daerah 

 

24. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

 

25. Yulianti.E, 2011 Evaluasi Hasil Pemekaran : Studi Kasus Pemekaran Kabupaten. Tesis. 

Universitas Indonesia 

 


